TENTARG
PELAYANAN KESEHATAN TINGEAT PERTAMA BAGI PESERTA
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

Nomor : 156/KTR/11-09/1218
Nomor : 21/DKP2KB /XI1/2018
inmii i ini i di Tanjungpinang,

Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dan ditandatangani ng,,

pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Satu Bulan Desember tahun Dua Ribu

Delapan Belas, oleh dan antara :

. dr. Lenny Marlina T.UM, AAAK, selaku Kepala EPJS Kesehatan
Wilayah Kepulauan Riau yang berkedudukan dan berkantor di Jalan
Sunaryo No. 9 RT 06/RW 03 Kelurahan Bukit Bestari Tanjungpinang
Barat Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya

tersebut berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Kesehatan Nomor :
4511 /Pag-04/1116 tanggal 28 November 2016 karenanya sah bertindak

untuk dan aias nama serta mewakili Badan Penyelenggara Jaminan
Sosmial Kesehatan (disingkat BPJS Kesehatan), selanjutnya disebut *

PIHAK KESATU",

il. Rizal Rinaldy, S.8I T, MKes selaku Kepala Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarge Berencana berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Natuna Nomor 12 Tahun 2018 yvang berkedudukan
dan beralamat kantor di Jalan Batu Sisir-Bukit Arai Kabupaten Natuna,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna,

selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA".

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-
sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
A. bahwa PIHAK KESATU merupakan badan hukum publik yang dibentuk
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untuk | EEEHI'E]“]“ Program Jaminan Sosial Kesehatan

sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

B. bahwa PIHAK KEDUA merupakan fuﬂﬁnﬂpﬂlﬂﬁﬂﬂmmﬁ'ﬁnﬁ
' menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya keseha
mﬂ ngan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya
promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat
yang setinggh-tingginya di wilayah kerjanya;
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan
sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Fela:,m:nan
Kesehatan Tingkat Pertama Bagi Peseria Badan F'enyelmggmn Jaminan
Sosial Kesehatan (yang selanjutnya disebut “Perjanfian”), dengan syarat dan
ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
DEFINISI

Kecuali apabila ditentukan lain secara tegas dalam F:r}a:ulﬂ.tl ini, istilah-
istilah di bawah ini memiliki pengertian-pengertian sebagai berikut :

1. Angka Kontak adalah indikator untuk mengetahui aksesabilitas dan
pemanfaatan pelayanan primer di PIHAK KEDUA oleh Peserta dan
kepedulian serta upaya PIHAK KEDUA terhadap kesehatan Peserta
pada setiap 1000 (seribu] Peserta terdaftar di PIHAK KEDUA yang
bekerja sama dengan PIHAK KESATU.

2. Apolek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek
kefarmasian oleh Apoteker.

A, Asosiasi Fasilitas Kesehatan adalah asosiasi yvang ditetapkan untuk
melakukan neposiasi besaran pembayaran pelayanan kesehatan,
pelaksanaan seleksi dan kredensialing Faskes vang akan bekerja sama
dengan PIHAK KESATU serta pemberian masukan telmis dalam
penvelengearaan Program JKN, sesuai ketentuan perundangan, yan
terdiri dari Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES), Asosiasi Klinik
Indonesia (ASKLIN), Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Primer Indonesia (PKFI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan
Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI).

4. Audit adalah proses membandingkan antara data/informasi yang
disajikan (asersi) dengan ketentuan yang seharusnya, dilengkapi dengan
identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara
independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk
menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan
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: KESATU
KESATU adalah pegawai tetap PIHAK .

g Enptrkan Turat tugas), tanggung jawab,
yang diberi tugas (dengan me oleh pejabat yang berwenang untuk
wewenang, dan hak secara penub pel
melakukan audit. independen, kantor

6. Auditor Eksternal adalah lembaga ﬁm‘f
akuntan publik dan ntaqumhﬂE" P | Kesehatan (disingkat BPJS
Kesehatan) yang selanjutnya disebut program Jaminan
hulum, yang dibentuk untuk menyelenggarakan

Kesehatan. 4
» & Bidan adalsh seorang perempuan yang lulus dari pendidikan :ﬁ:’:
yang telah teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan peruncang

9, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (disingkat FKTP) yang selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan
pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik untul
keperluan  observasi,  promotif,preventif,  diagnosis,perawatan,
pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Faskes adalah
suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan
upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun
rehabilitatif yvang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah,
dan/atau masyarakat.

11. Home Visit adalah kegiatan pelayanan kunjungan ke rumah Peserta
untuk pemberian informasi/edukasi kesehatan diri dan lingkungan bagi

'_J Peserta dan keluarga.
12. Identitas Peserta adalah identitas yang didapatkan sebagai bulkti telah
terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan. Identitas Peserta berupa

?:arh.-f Indonesia Sehat yang paling sedikit memuat nama dan nomor
dentitas  Peserta yang terintegrasi

dengan MNomor Identitas

Kl:plfndud'r.lkan {NIK), kecuali untuk bayi baru lahir.

13. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa
agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan

kesehatan dan

perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yvang

diberikan kepada setiap orang aminan
yang telah me i
Kesehatan atau luran Jaminan Ke v

schatann i Pemeri
Pusat atau Pemerintah Daerah. A S ol rintah

14. Jejaring Faskes adalah fasilitas
: pelayanan kesehatan yang me
kerjasama dengan PIHAK KEDUA untuk mi.':nh-igkaﬂ:ang 1“1;-"11:::;
1 2

perlindungan kesehatan
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dan/atau menunjang pelayanan kenehatan di PIHAK KEDUA, antara
ralor k, bidan,
b wighpna pelayanan keschatan kepada

alah sistem pembayaran
o hmﬂnwg nnﬂad A berdasarkan jumiah Pesarta yang terdaftar pada FIEAK

HKEDUA. :
2 layanan adalah penyesualan

Ka | Berbanin Pemenuhan Komitmen Pe - e
07 tani berdasarkan hasil penilaian pencapaian indikator

besaran taril kapi :
pelayanan kesehatan perseorangan yang disepakati berupa komitmen

pelayanan PIHAK KEDUA dalam rangka peningkatan mutu Pflﬁfmn_'

17. Kecurangan (Fraud) adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja,
untuk mendapatkan keuntungen finansial dari Program Jaminan
Kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui perbuatan
curang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

18. Klnim adalah besaran tagihan atas pelayanan rawat jalan maupun
rawat inap yang dibayarkan ke Faskes.

19. Komitmen pelayanan adalah komitmen PIHAK EKEDUA untuk
meningkatkan mutu pelayanan melalui pencapaian indikator pelayanan
kesehatan perseorangan yang disepakati.

20. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan secara terus menerus untuk
memantau perkembangan dalam pelaksanaan tugas dan menilai hasil
yang telah dicapai serta kendala yang dihadapi.

El.i-fen;::h penetapan besaran Kapitasi adalah kriteria mengenai tingkat
dign pan Iﬂl;mher daya dan pelayanan PIHAK KEDUA yang

22. Pelayanan mmﬁemMM1m A
perorangan yang bersifat non Bpeaiaﬂaﬁknd{:giﬂ]rﬁfm oo
., Fawatjalan dan rawat inap. S s
efit yang berhak diterima oleh Peserta

Program JKN dan dibayarkan sesual dengan jenis dan jumlah

(selanjutnya disingkat FKRTL
mjt | atas
spesialis /sub-spesialis yang merawat,
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mandiri. keachatan yang diberikan pa
: adalah pelayanan
28, Program Rujuk Balik

i bil dan masih

. lkronis dengan kondisi sia :
pnditks PRFCS batan I:mu afuhnn keperawatan jangka panjang
memhuﬂjnmkmlgkunﬂkl::nﬁm KEDUA ntas rekomendasi/rujukan dari

YAng

- lis yang merawat.
dwmm”thwﬂmkaf :ng sclanjutnyn disebut Puskesmas

29, Pusat Kesehatan Masyarakat ¥ akan upaya
'adalah fasilitas pelayanan keschatan yang menyelengEar :
kesshatan masyarakat dan upaya kesehatan e iy 1 tll'lﬂkf:}

» pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventi,

untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
di wilayah kerjanya. : .

30, Rasio Kunjungan Rumah adalah perbandingan _Jum'lﬂh keluarga
(berdasarkan Kartu Keluarga/KK) yang dikunjungi dalam program
pendekatan keluarga dengan jumlah keluarga (KK) yang ada di wilayah
kerja Puskesmas dikali seratus, perhitungan yang dihasilkan dalam
bentuk persentase.

J1. Rasio Peserta Prolanis Rutin Berkunjung ke PIHAK KEDUA adalah
indikator untuk mengetahui pemanfaatan layanan PIHAK KEDUA oleh
Peserta Prolanis dan kesinambungan PIHAK XEDUA dalam
MEIF.REHnEkﬂn pemeliharaan kesehatan Peserta Prolanis.

32. Rasio Rujukan R.awat_ Jalan Kasus Non Spesialistik adalah indikator
untuk mengetahui eptimalnya koordinasi dan kerjasama antara PIHAK
ﬂmm dengan FKRTL sehingga sistem rujukan terselenggara sesuai
indikasi medis dan kompetensinya,

33. Rawat Inap Tingkat _Fertama (RITP) adalah pelayanan kesehatan
Pﬂrgnn yang hermfe‘lt‘nnn spesialistic dan dilaksanakan pada
E:mksmu perawatan/klinik pratama rawat map/RS Kelas D Pratama

keperluan observasi, perawatan, diagnosis ngobatan

E # El ]

dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana Peserta daﬁ;aEuEu o

keluarganya dirawat Inap paling singkat 1 (satu) hari R
pelayanan kesehatan perorangan fya disebut

di et yang bersifat non

: laksanakan PIHAK KEDUA untuk

iagnosis, pengobatan,

35, Tarif Kapitasi adalah
dimuka oleh PIHAK

RJTP) adalah
Spesialistik yang
keperluan observasi,

’E#_I_l mk 2
|
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jumlah Peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah
pelayanan kesehatan yang diberikan. ‘

36, Tarif Non Kapitasi adalah begaran pembayaran klaim oleh PEI'JI.E
KESATU kepada PIHAK KEDUA berdasarkan jenis dan jumlah

pelayanan kesehatan yang diberikan. ‘
27 Tindakan Medis adalah tindakan yang bersifat operatiil maupun non

operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun

pengobatan. 1
38, Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (selanjutnya disebut TKMKR)

adalah tim yang dibentuk oleh PIHAK KESATU dalam rangka
penyelenggaraan kendali mutu dan kendali biaya yang terdiri dari unsur
organisasi profesi, akademisi dan pakar klinis.

39. Tim Pencegahan Kecurnngan Jaminan Kesehatan Nasional PIHAK
KESATU atau selanjutnya disebut Tim PK-JKN PTHAK KESATU adalah
Tim yang dibentuk PIHAK KESATU dalam rangka pencegahan
kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional yang berasal dari unit kerja
yang melaksanakan fungsi pencegahan kecurangan di Kantor Cabang,
termasuk melakukan audit berupa verifikasi paska klaim.

40.Tim Pencegahan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional PIHAK
I_:I:I:IIIA adalah Tim yang terdiri dari Tim pencegahan Kecurangan JKN
di PIHAK _EEDEA terdiri atas unsur satuan pemeriksaan internal
komite medil, perekam medis, Koder, dan unsur lain yang terkait :iala.ml.

B%a pencegahan kecurangan Jaminan K :
esehatan N
ketentuan perundang-undangan: ankmal scsual

PABAL 2

(1) Maksud Perjajian ini adalah P,
'ARA PIHAK sepakat
s . — . untuk melakukan
- uamam_mﬂlams; yediaan layanan kesehatan tingkat pertama bagi
2] Tuj janji ]
(2) . juan lf‘eqan}mu ini HT Mengatur syarat dan ketentuan
ﬂhmm]ﬂbagi P:maerm dalmJIm.Iﬂs, nyediaan layanan kesehatan tingkat

PASAL 3
RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR
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ayanan Kesehatan bagi Peserta
I Perjanjian ini.

Pel
p dan Prosedur
(2) Uraian Ruang lingkt dalam Lampiran

sebagaimana tercantu
PABAL 4

HAK DAN HEWAJIBAN PARA FTHAK .
" dalam Pasal-Pasal lain dari
dan kewajiban il hale din kewajiban

i hak
Tanpa mengesampingkan s
Perjanjian ini, PARA PIHAK m:ﬁmm e

masing-masing sebagaimana diu

1. Hak PTHAK KESATU
a. Menentukan besaran kapitasi berdasarkan norma penem]:mn:e:;;
. tarif kapitasi dan capaian komitmen pelayanan PIHAK KEDU
Daya Manusia,

ketentuan yang berlaku; :
b. Mendapatkan data dan informasi tentang ?lumher Days
sarana prasarana PIHAK KEDUA dan informasi lain tentang

pelayanan kepada Peseria;
c. Melakukan evaluasi atas capaian komitmen pelayanan kﬂsehatap
yang diberikan kepada Peserta oleh PIHAK KEDUA, termasuk audit
terhadap klaim yang dilakukan oleh PIHAK KESATU dan/atau PIHAK

lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
Menerima pemberitahuan tertulis dari PIHAK KEDUA dalam hal

d.
perubahan yang meliputi Sumber Daya Manusia (termasuk dokter
pengganti sementara yang memiliki SIP yang setara), kelengkapan
sarana prasarana, lingkup pelayanan, komitmen pelayanan, waktu
dan tempat praktik;

e. Memperoleh rekam medis Peserta untuk kepentingan pembayaran
biaya pelayanan kesehatan berupa ringkasan rekam medis dan
melihat rekam medis Peserta dari PIHAK KEDUA dengan tetap

menjaga kerahasiaan isi rekam medis sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dalam hal dibutuhkan untuk
kepentingan audit medis;

f. ;Heneﬁma data pelayanan bulanan yang mencakup pencatatan atas
JIJ.I.'II'-'I-H.I‘.I kunjungan Peserta, jumlah rujukan dan diagnosis melalui
aplikasi dan/atau laporan lainnya yang berkaitan dengan Program
JKN dari PIHAK KEDUA dan Jejaring Faskesnya. Bagi PIHAK
m :.n.ang berada diwilayah yang tidak tersedia Jaringan
komunikasi, data pelayanan dilaporkan dalam bentuk manual sesuai

lampiran IV:
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operasional sistemn informasi milik PIHAK KESATU dan perangkat
keras (hardware] sesuai standar minimal dan jaringan komunikasi

data yang berfungsi dengan baik;
h. Menerima berkas tagihan Klaim Non Kapitasi secara periodil dan

lengkap;
Memperhitungkan kompensasi pembayaran kepada PIHAK KEDUA

Jika terjadi kelebihan pembayaran;
Memfasilitasi Tim Kendali Mutu Kendali Biaya dan Tim Pencegahan

Ju
Kecurangan PIHAK KEDUA dalam melakukan pengawasan,
pemeriksaan dan pemberian rekomendasi atas pelayanan yang
diberikan oleh PIHAK KEDUA;

k. Mendapatkan informasi terkait dengan penyediaan fungsi pelayanan
informasi dan penanganan pengaduan di PIHAK KEDUA.

2. Kewajiban PIHAK KESATU

a Mmyedinkmdammmadana]mmhmterﬂaﬂa:amm kala
;
selap bulan melalui aplikasi PIHAK HKESATU: i
b. Melakukan pembayaran pelayanan kesehatan kepada PIHAK KEDUA

scbagai berikut:

€. Melakukan pembayaran biaya kapitasi kepada
PIHAK
hml:;lt tanggal 15 (lima belas) pada bulan h::jaln?m dila#mmhnshail
pembayaran kapitasi jatuh pada hari liby |
| i e ol r maka pembayaran
k&npmba,}'anniﬂaimnunka' FIHAK KEDUA
an pitasi ke
Hta.u J:_!mngya berdasarkan klaim yang diuniZn dan telah di
"-’::ﬁﬂﬂm. paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak berkas Klaim
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Klaim non kapitasi
y dokumen tagihan KESATU,
A& KESATU menyampaikan %umm diterima oleh PIHAK

waktu
wubm:n bayaran kpmpensasi kepada PIHAK EE:DIJ’L dalam
v e J:mlglﬂ bayar sesuai dengen ketentuan; ;
o g itmen pelayanan kepad@ PIHAK

3. Hak PIHAK KEDUA
a. Mendapatkan data nama Peserta dan alamat terdaftar secara berkala
setiap bulan melalui apliknsi PIHAK KESATU; :
b, Menerima pembayaran pelayanan kesehatan dari PIHAR KESATU
sebagai berikut: _
1) kapitasi sesuai norma penetapan besaran tarif kapitasi berbasis
pemenuhan komitmen pelayanan
2} Klaim non kapitasi sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku;

¢. Menerima pembayaran Klaim non kapitasi atas pelayanan yang
diberikan kepada Peserta sejak berkas klaim diajukan dan telah di
verifikasi, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak dinyatakan
lengkap oleh PIHAK KESATU;

d. Menerima pembayaran denda dari PIHAK KESATU dalam hal
keterlambatan pembayaran klaim non kapitasi sebesar 1% (satu
persen) dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 1 (satu)
bulan keterlambatan;

e. Mendapatkan sistem informasi data pelayanan Peserta dan daftar
FERTL dari PIHAK EESATU,

f Memperoleh informasi berkaitan dengan prosedur pelayanan,
pembayaran dan proses kerjasama dari PIHAK KESATU:

g Menerima pembayaran kompensasi dari PIHAK KESATU dalam hal
terjadinya kekurangan bayar sesuai dengan ketentuan;

h. Dalam hal ketidaklengkapan dokumen tagihan Klaim non kapitasi
yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU,

Pihgk | 2

| 9
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Eﬂn hrm dﬂ-l“-m

ran
73 h PIHAK

men diterima ole

ri PIHAK KESATU;
[k Through

informasi
KEDUA dapat menerima
ﬂkfmm 15 (lma belas) hari kerja sejak doku

m“n 1 itmen pﬁlﬂfm da
3 kepuasan Peserta, Wa

PIHAK KESATU.

Peserta sesuai dengan
atan sebagaimana diatur

dalam Lampiran I uai leetentuan peraturan
4 ana 8es8
b. Menyediakan sarans Prasas
pecundang uncanipes sehatan sesuai dengan Panduan Prakiik

f ke 2 :
r. Memberikan pelayanan Kompetensi Dokter Indonesia (SKDIJ;

wilayah FIHAK KEDUA tempat Peserta terdaftar paling banyak 3
(tga) kali kunjungan dalam waktu paling lama 1 {satu] bulan;

e. Memberikan pelayanan kesehatan tanpa membedakan antara Peserta
JKN-KIS dengan pasien umum;

{ Memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban Peserta termasuk

mengenal pelayanan JKN;
g Mencantumlkan jadwal dan jam pelayanan dokter yang terdaftar

sesuai dengan SIP di PIHAK KEDUA dan pada PKS sesuai lampiran
X,

h. Menjamin Peserta mendapatkan obat, alat kesehatan, dan bahan
medis habis pakai vang dibutuhkan sesuai dengan indikasi medis;

i, Memastikan pelayanan yang diberikan oleh Jejaring Faskes PIHAK
KEDUA kepada Peserta sesuai dengan ketentuan, melakukan
sosialisasi terkait isi perjanjian dan pembinaan berkelanjutan kepada
Jejaring Faskes;

J. Memberikan data dan informasi tentang Sumber Daya Manusia,
sarana prasarana dan informasi lain tentang pelayanan kepada

k. Memberikan rekam medis Peserta untuk kepentingan pembayaran
biaya pelayanan kesehatan berupa ringkasan rekam medis dan
memperlihatkan  rekam medis Peserta dengan tetap menjaga
kerahasinan isi rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dalam hal dibutuhkan untuk kepentingan audit
administrasi klaim i : :

tercantum pada Lampiran [1I; P

J;i#l EEl'ﬂ
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PIHAK KESATU dalam
tahuan tertulis kepada

: dokter
Manusia (termasuk
liputi Sumber Daya &
hal “mhﬁhﬂnamfmgr: ZuI:ug > omiliki SIP yang setara),kelengkapd
pengganti

waktu
komitmen pelayanan,
ingkup pelayantn,
sarana prasarand, Ilﬂlﬂ up

ulanan termasuk pelayanan
Fﬁ?ﬁ:";ﬂtﬂﬂ atas jumlah ‘kunjlmgtzﬁ
ah rujukan dan diagnosis melalui apW1Ki$$m
lainnya yang berkaitan dn?gm Program .Jammandin it
lapnmnm KESATU, kecuali wilayah yang tidak terse .
hp&d:ika i data Inpm*;n pelayanan dalam hent}lk mﬂ..nual engan
mt La:-urnn m::sum yang tercantum pada Lampiran IV;

ediakan berilan i yang

: kan informasi identitas petugas

ey o mf:';h PIHAK KEDUA untuk bertanggungjawab
dalam pelaksanaan pperasional sistem informasi milik H:H'.ﬁ!
KESATU, dan menyediakan perangkat keras (hardware| sesua::
standar lminimai dan jaringan womunikasi data yang berfungsi
dengan baik; sy g ‘

o. Me:gaaj'lukan berkas tagihan Klaim non kapitasi secara periedik dan
lengkap; ‘ o

p. Mengembalikan kompensasi pembayaran kepada PIHAK EESA
jika terjadi kelebihan pembayaran; .

q. Melaksanakan rekomendasi TKMKB dan Tim Pencegahan Kecurangan
PIHAK KEDUA, 1

r. Menyediakan fungsi pelayanan informasi dan unit penanganan
pengaduan di PIHAK KEDUA;

|. Memberikan pemberi

PABAL 5
INFORMASI DAN PENANGANAN PENGADUAN PESERTA

(1) Peserta yang tidak puas terhadap pelayanan Jaminan Kesehatan dapat
menyampaikan pengaduan langsung maupun tidak langsung kepada
PIHARK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA.

(2) Pengaduan secara langsung dapat dilakukan melalui:

a. tatap muka, yaitu Peserta bertemu dengan petugas PIHAK KESATU
dan/atau petugas PIHAK KEDUA,; atau

b. media saluran telepon, yaitu akses melalui salah satu layanan pada

BPRJS Kesehatan Care Center 1500400 dan/atau Hotline Service
Fasilitas Kesehatan,

& i )
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Penanganan Pengaduan Peserta sebagaimana

dimaksud pada ayat (1]

PABAL 6
JEJARING FASKES

SArANA unjang, wajib

(1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak memilild pen G stmtilh
membangun jejaring dengen Fasilitas Kesehatan penumjang
menjamin  ketersediann  obat, hﬂ]fm medis habis pakai, dan
pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan. )

{2) PIHAK KEDUA dapat bekerja sama dengan Jejaring Faskes antara lain
Instalasi Farmasi atau Apotek atau Laboratorium atau bidan.

(3] PIHAK KEDUA dapat bekerja sama dengan Jejaring Faskes antara lain
Instalasi Farmasi/Apotel/Laboratorium yang telah menjalin kerja sama
dengan PIHAK KESATU.

(4) Jejaring Faskes berhak mengajukan Klaim non kapitasi kepada PIHAK
EESATU melalui PIHAK KEDUA.

(5) Jejaring Faskes wajib membuat dan menyampaikan laporan bulanan -
dan laporan Jainnya yang berkaitan dengan Program Jaminan
K:suhamn kepada PTHAK KESATU melalui PIHAK KEDUA.

(6) Biaya dan tata cara pembayaran Klaim non kapitasi sebagaimana
ﬂtﬂ?.ﬂkﬁuﬂ pada ayat (3] diuraikan sebagaimana pada Lampiran 11
Perjanjian.

{7} ijanng Faskes yang bekerjasama dengan PIHAK KEDUA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran V1 Perjanjian,

(8) iﬂmﬂrﬁ:g Faskes sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menundukkan

I ¥ Perjanjian  ini dengan menandatangani pernvataan
o S”"*‘“’-‘, fujuan yang tercantum pada Lampiran VII Perjanjian.
Faskes mmpmmiadimmfml?ﬂnﬂm e PRI WEDO i Sejuiing
RN yang merupakan bapian tidak -
dari Perjanjian ini, - WEahiken

(1) Kadaluarsa klaim kolektif yang diajukan PIHAK KEDUA kepada

keschatan selesai diberikan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimalks
ud pada ayat (1) dikecualikan i
pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Fasilitag Etachah;g:l'l

[

Pihg | 5 |
h%fiz
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raturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018

sebelum berlakunya Fe
e m sebagaimana dimaksud

tentang Jaminan Kese
klai

Dalam hal jangka waktu p-f:ngu.junn o :

= pada ayat (1) terlampaui, klam tidak dapat diajukan kembali.

PASAL 8
KERAHASIAAN INFORMASI
Pihak dilarang i i AK lainnya untuk
_tanpa persetujuan tertulis dari PIH
- o atau memberikan informasi, keterangan atau

jeni i berhubungan dengan
hal sejenisnya yang menyanghut isi atau yang be deng
hu:nlfl:n lﬁ selama berlakunya dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini,

2 kepada PIHAK ketiga lainnya baik yang berupa badan hukum, peroranga,
: kecuali :

a. Kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur  atau

mengeluarkan ijin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian

Para
memberitahukan, membuka

imi;
b. Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari

dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum;
¢. Diperintahkan olsh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya
secara tertulis dan resmi, berkaitan dengan proses penegakan hulkum
atas suatu perkara yang terkait dengan hal-hal yang diatur dalam
d. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,
informasi tersebut harus disampaikan kepada PIHAK lain vang disebut
secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut

; PABAL 9
BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN
PELAYANAN KESEHATAN

Biaya dan tata cara pembayaran pelayanan kesehatan yang dilakukan
& L8 - - m
dalam pelaksanaan Perjanjian ini diuraikan sebagaimana pada Lampiran 11

13
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PASAL 10

i tahun terhitung sejak
Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu satu
. tanggaljm;.l.}m‘:ua:‘i 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Pﬂember 20 l';:hkm
Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum hma Jnngk._n o
" Perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk saling Irliﬂﬂlhttltﬂhu
; bila hendak memperpanjang Perjanjian ini. B
(3) ;;lll;mdfauknnya lewaktu sebagaimana dimalksud dalam ayat (2) Pasal in1 PIHAK
KESATU akan melakukan penilaian kembali terhadap PIHAK KEDUA atas

a. fasilitas dan kemampuan pelayanan kesehatan; .

b. penyelenggaraan pelayanan kesehatan selama jangka waktu
Perjanjian; |

¢. kepatuhan dan komitmen terhadap Perjanjian.

(4) Keputusan untuk memperpanjang Perjanjian ini atau tidak, merupakan
kewenangan masing-masing PIHAK.

PASAL 11
MONITORING DAN EVALUASI

(1) PIHAK KESATU akan melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan
kesehatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA secara berkala melalui
mekanisme yang ditetapkan.

(2) Hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan disampaikan secara tertulis
kepada PIHAK KEDUA dengan disertai rekomendasi (apabila

diperiukan).

(3) Dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi, PIHAK KESATU
secara langsung dan/atau dengan akademisi, organisasi profesi, dinas

kesehatan, asosiasi faskes, berhak untuk melakukan pengawasan atas
pelaksanaan Perjanjian ja Sam ilakukan PIHAK
ey 3] Kerja a vang d oleh
(4) Evﬂ{uaai yang dilakukan meliputi indikator antara lain - angka
k‘lﬂj}lﬂlﬂlﬂ- rasio rujukan, angka kontak, angka rujukan non
spesialistil, pe_n;el-nlaan prolanis dan walk trough audit,
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diminta berhubungan dengan kasus yang di

sepanjang bulti yang
; dit internal BPJ3 Keschatan,

audit.
dilakukan oleh Um S5 o verifikator BPJS

Selain audit yang
v Tim PK-JKN BRJS Kesehatan Kantor Cabang b: sasral seiricimerni
Kesehatan melakukan audit [pemerrﬂcmn] rutin

i s i dilakukan (pemeriksaan|

a. Audit Klaim Berkaia, E::Iahh ::;1:;11 i:nlfra ; nl1 - tiaia walitis
rutin dengan cara pen bilan alam
tiga) bulanan. _ ; ) .

h..!’nf;i}t Klaim Insiden, merupakan Audit Klaim yang dilakukan secar
sewaktu-waktul. _

c. Audit Klaim Menyeluruh, adalah Audit yang dﬂnkukﬂn‘pﬂl.‘lﬂ seluruh
Klaim di Faskes, Audit Klaim Menyeluruh dilakukan di Fnslu_:eu yang
memilild temuan potensi inefisiensi/ Fraud dari hasil Audit I"ﬂllllll
berkala (dua kali temuan dalam periode waktu satu tahun) atau Audit
Klaim Insiden (tiga kali temuan dalam periode waktu satu tahun).

PASAL 12
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

(1) Dalam rangka pembinsan terhadap penyelenggaraan pelayanan
kesehatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dilakukan oleh Dinas
Kesehatan, TKMKB, Asosiasi Faskes dan Organisasi Profesi.

(2) Dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian, PIHAK
KESATU secara langsung atau dengan menunjuk pihak lain berhak
untuk melakukan pemeriksaan terhadap penvelenggaraan pelayanan
kesehatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

PABAL 13
SANKSI

(1) Dalam hal PIHAK KEDUA terbukti secara nyata melakukan hal-hal
sebagai berilkut:

a. tidak melayani Peserta sesuai dengan isi perjanjian ini;

b. tidak memberikan fasilitas dan pelavanan kesehatan kepada
Peserta sesuai dengan ketentuan;

¢. Menarik biaya pelayanan kesehatan kepada Peserta selama Peserta
mmd:lipatkan manfaat pelayanan kesehatan sesuai dengan haknya
sesual peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
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rin ketentunn lnin sebognimann

. ban #e
d. tidnk melaksanakan ewsgl tiglnke terbatas podn pasal 4 nyal

dintur dalam perjanjian ini namun
(4).
peringatan secara

(2) Apabila PIHAK KESATU telah 3 (tign] kall memberikan surat peringatan

TU berhak melakukan
dn PIHAK KEDUA, mnka PIHAK KESA

kcr;::ukhimn perjanjian ini sebagnimana dintur pada Pasal 14 ayat (1)
E:tﬂnh berkoordinasi  dengan Dinna  Keschatan Kota/Kabupaten
dan/atau Asosiasi Faskes dan /atnu Organisasi Profesi.

a (3) Dalam hal salah satu pihak diketahui menyalahgunakan w-:werfang
dengan melakukan kegintan moral hazard atau fraud namun tidak
terbatas pada :

a. membuat Klaim fiktif;
b, tidak memberitahukan adanya perubahan ketersediaan sumber

daya manusia khususnya tenaga keschatan vaitu tenaga medis,
kelengkapan sarana prasarana dan lingkup pelayanan yang
mempengaruhi kapasitas layanan dan besaran kapitasi yang
dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

¢. Pemindahan peserta antar Faskes vyang tidak sesual dengan
ketentuan.

yang dibuktikan dari hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Internal maupun
Eksternal vang merugikan pihak lainnya, maka pihak yang
menyalahgunakan wewenang tersebut berkewajiban untuk memulihkan
kerugian yang terjadi.

(4) Pihak yang dirugikan akibat penyalahgunaan wewenang sebagaimana
ayat (3] dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihalk.

(5) Pemulihan kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
dengan mekanisme sebagai berikut;

a. Apabila kerugian diketahui selama masa perjanjian, maka
pemulihan  kerugian dilakukan dengan memperhitungkan
pembayaran kapitasi dan/atau non kapitasi yang dituangkan
dalam berita acara pemulihan kerugian;

b. ﬁpﬂbﬂ.a kerugian diketahui setelah masa perjanjian berakhir, maka
pemulihan kerugian dilakukan dengan pembayaran langsung ke

rekening pihak yang dirugikan yang dituan alem
Pemulihan Kerugian. g gkan d Berita Acara

Pibﬁl Pk 2
l

r]ﬁ

Dipindai dengan CamScanner



Dalam pun param
ienaga medis mat .
» u nh?Ilgjurh'-ls Faskes PIHAK KEDUA
:Bba::iumnn geharusnya, yaitu
tinda
kesalahan dalam
N thk;&ﬂm interpretasi hasil pemeriksaan

; rti keliruan

medis, seperti kek :
ot penl.ll'ljﬂﬂgl indikasi
standar pelayanan,

EESATU tidak bertanggu
. i dimaksud pada
i on Perianjian yang dialibatian uWa
(7} Pengakhiran Perjanjian y Pasal ini dapat dil lukan tanpa harus

t (2) dan/atau ayat (4) Apa _
:::nmuhj ketentuan Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana tertuang
pada Pasal 10 Perjanjian ini dan tidak membebaskan PARA FIHAK
dalam menyelesaikan kewajiban masing-masing yang masih ada kepada

pihak lainnya.

(8) Dalam hal PIHAK KESATU tidak melakukan pembayaran kepada
PIHAK KEDUA sesuai dengan waktu yang telah disepa]mﬂ‘d.alam
Perjanjian ini PIHAK KEDUA berhak memberikan surat peringatan

secara tertulis kepada PIHAK KESATU.

(9) Dalam hal surat peringatan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud
pada ayat (7] Pasal ini tidak ditanggapi oleh PIHAK KESATU, dapat
menyampaikan pengaduan kepada Menteri Kesehatan.

PABAL 14

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum berakhirnya
Jangka Waktu Perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
a. Salah satu pihak telah menerima surat peringatan secara tertulis

sebanyak 3 (tiga) kali:
b. Salah satu pihak menyalahgunakan wewenang sebagaimana diatur
pada pasal 13 ayat (3); N

2

=

17
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. jeh Pemerintah.
, KEDUA dicabut ©
¢. ljin nperamnal PIHAK ofolkctif pada tanggal pencabutan in
reng Kedua oleh pemerintal. i Perjanjian ini
pihak ntuk mengakhirt Perjan)

Dalam nﬂpﬂ!ﬂ KEDUA bermaksud U 2D
o secara hﬂ]ggpdwk‘ sebelum berakhirmya Jangha Wa}rtuanrl_Lnn}mn.
KEDU iih memberikan pemberitahuan tertulis pada 5 g
nﬂﬁ:'ﬂ “:r:ingen!i maksudnya tersebut sekurang-kurangnya
bulan sebelumnya. _ . | :
KEDUA tidak bekerjasama lagl denga ._.,md

i t
. mlﬂh:ihelum masa kerjasama berakhir aeha;mn;nn dia %
ayat (1) pada Pasal ini, maka Hﬁm‘m ﬁ:hs terdaftar mﬂ mﬂmmﬂ
| i dah] — STHA " !. - ,
e Dinas Kesehatan setempat, asosiasi fasilitas

herkoordinasi dengan leimeia ladn
hatan tau pemangku tingan i
Rew. g + untuk mengesampingkan berlakunya

4) PARA PIHAK dengan ini sepaks
2 ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Huk:.:m Pﬂd:t:,;
tu putusan
uh mensyaratkan diperlukannya sua

ﬁnMpa:m l-?nl:[mfﬁng,udﬂm:l terlebih dahulu untuk membatalkan/
mengakhiri suatu Perjanjian. .

(5) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban
yang telah timbul dan tetap berlaku sampai terselesaikannya hak dan
kewsjibannya tersebut.

PABAL 15
EEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

{1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut Force
Majeure) adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan,
kesalahan, atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan
Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa
menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Force
Majeure tersebut meliputi bencana alam (gempa bumi, tsunami, banjir
bandang, angin topan, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran,
ledakan benda-benda angkasal, wabah, perang (vang dinyatakan
maupun vyvang tdak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara,
pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksansan Pemerintah yang

berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka Pihak yang
terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh
Pihak lainnya. Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan
adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada Pihak yang lain secara

Pital 1 pi_?x_z‘
I8

(2)
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hari kalender sejak saat
tertulis paling nat 14 (empat belas)
jadinya p:ri:;?a Force Majeure, Yang dikuatkan nhhanr:;
mketerangﬂn dari pejabat yang berwenang yang mwﬁ by
peristiwa Force Majeure tersebut. pihak yang terkena jetire
iih mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap m e
::]wnjibannrn sebagaimana diatur dalam Perjanjian il segera setelah
peristiwa Force Majeure berakhir. -
peristi ' but berlangsung terus
Apabila tiwa Force Majeure terse ,
(3) mzebihl atau diduga oleh Pihak ymﬁm :?m ;ﬂ;ﬁ Mmgum;m
I ‘ w.nk.tu ED {ﬁgn Pu ) T a 5 i
ﬁ::ﬂaa;uk&t untuk meninjau kembali Jangka Walkitu Perjanjian ini.

(4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai
akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung
jawab pihak yang lain

PASAL 16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat sehubungan dengan
Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh
PARA PIHARE,

{2) Dalam hal perselisthan dan perbedaan pendapat tidak dapat
diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka akan diselesaikan
melalui mediasi atau pengadilan.

{3) Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan oleh PARA PTHAK
dengan menunjuk mediator. Proses penyelesaian sengketa melalui
mediasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sebagaimana dimaksud
dalam ayat {2) Pasal ini dapat dilakukan sesuai dengan domisili PIHAK
yang bersengketa untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan
tersebut melalui Pengadilan.

(5) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih
kediaman hukum atau domisii yang tetap dan umum di Kantor
Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang

T e
S
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p———

- itahuan atau
Semua surat-menyurat atau pemberitahuan ?’mb‘“:.t:h wajib dan
K atgan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan ¥ E 2

wrﬂg dilalulkan oleh salah satu Pihak kepada Pihak ﬂﬁﬂﬂﬂ“ﬂm‘
e wlsiing i isi imili atau email
disampaikan secara langsung, pos, ekspedisi, faks a
dialamatkan kepada:
PIHAEK KESATU: nmnmm'u

Cabang Tanjungpinang

Jalan Sunaryo No. 9 RT 06/EW 03

Tanjt.mgpin;l:if Barat

lauan u
%nmpu : Bidang PMP BPJS Kesehatan
Cabang Tanjungpinang.
Faksimili: 0771 - 315600
E-mail: ke-tanju bpis-keseh

PIHAK KEDUA: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Natuna
J1. Batu Sisir bukit Arai Natuna

Up. :Ka. Dinas Kesehatan,
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Natuna

Faksimili : -

E-mail: jamkes.natuna@yahoo.com

Walktu Pelayanan : 6 Hari : Senin — Kamis / Jumat - Sabtu
Jam :08.00-13.00 / 08.00 - 12.00

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan cleh
PARA PIHAK, satu kepada vang lain, secara tertulis.

{2) Surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-
pernyataan atau persetujuan-persetujuan secara tertulis dianggap telah
diterima oleh para PIHAK apabila:

a. Diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari

penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada bulou
ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman;

Figh | g? k2
| 20
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.i L] o h i
o kewaj janji "ﬁdakbnlﬂhdja]:hkﬂn.hmksa
. jban Perjanjian imi cai agan
3 E:‘L: Hlu:ljihn}'a kepada pihak lain, kecuali dilakukan berdasarkan
persetujuan tertulis.

tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan ba;;iﬁk;z
P

hukum atau keputusan yang berlaku, maka PARA PIHAK

setuju d.:n menyatakan bahwa keabsahan, d&p&tlberlnmmy‘.a. ‘ﬂﬂ.l'i dapat

dilaksanakannya ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan

terpengaruh olehnya.

o Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan
) suatu Perjanjian perubahan atau tambahan {aﬁdendu:q;manﬂcn_mn]
yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian vang tidak
rpisahkan dari Perjanjian ini.
:acual.-i dalam halnt:]rudapat perubahan besaran Tarifl kapitasi, PARA
PIHAK sepakat untuk menuangkannya dalam Berita Acara Perubahan
Tarif Kapitasi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian
ini.

(4) Batasan Tanggung Jawab
PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas dan
pelayanan kesehatan dari PIHAK KEDUA kepada Peserta dan terhadap
kerugian maupun tuntutan yang diajukan oleh Peserta kepada PIHAK
KEDUA yang disebabkan karena kesalahan atau pelanggaran yang
dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam menjalankan tanggung jawab

Pihald 1 2
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i i i tidak terbatas pada, kesalahan
profesinya seperti, termasuk tetapi
dalam melakukan pemeriksaan dan pengobatan, kesalahan ﬂa.lam
memberikan indikasi medis atau kesalahan dalam memberikan
tindakan medis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6).

(5) Hukum Yang Berlaku
Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam
Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.

{8) Kesatuan

Setiap dan semua lampiran yang disebut dan/atau dilampirkan pada
Perjanjian ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
3 terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demﬂ:mnluh Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-
masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai
keluatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh PARA PTHAK.

PIHAK KEDUA

22
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